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a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Subbagian 
Kebijakan Pembangunan Daerah berdasarkan prioritas 
target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian 
Kebijakan Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang 
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas 
segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 
Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah baik secara 
lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan 
dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Subbagian 
Kebijakan Pembangunan Daerah dengan membandingkan 
antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk 
penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian 
Kebijakan Pembangunan Daerah berdasarkan hasil kerja 
yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan 
peningkatan karier; 

f. menyiapkan, menyajikan bahan analisadan sosialisasi 
kebijakan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum; 

g. menyiapkan bahan koordinasi sinkronisasi administrasi dan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur; 

h. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi administrasi 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur; 

i. menyiapkan bahan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum; evaluasi pemantauan dan pelaporan 
pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum; 

j. menyiapkan bahan koordinasi kerja sama 
pemerintah/swasta di bidang pembangunan; 

k. menyiapkan bahan evaluasi pemantauan dan pelaporan 
pelaksanaan pelelangan; 

l. menyiapkan bahan evaluasi data hasil pengadaan barang 
dan jasa unit kerja di lingkungan pemerintah provinsi; 

m. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan jasa konstruksi; 
n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Kebijakan 

Pembangunan Daerah baik secara tertulis maupun lisan 
sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi 
atasan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan secara berkala dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pelaporan 
Pelaksanaan Pembangunan. 

 
Paragraf 3 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 94 
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(1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan 
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. 

(2) Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas 
dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan 
advokasi pengadaan barang dan jasa; 

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

 
c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan 
advokasi pengadaan barang dan jasa; 

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

c. menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan 

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang 
tugas dan tanggung jawabnya. 

 
Pasal 95 

 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas: 
a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 
b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 
c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 
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Pasal 96 

(1) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan 
evaluasi pengadaan barang dan jasa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan 
evaluasi pengadaan barang dan jasa; 

 
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan 
jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan 
dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di 
bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan 
evaluasi pengadaan barang dan jasa; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan 
barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, 
pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro 
Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan 
tugasnya. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan 
evaluasi pengadaan barang dan jasa; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan 
jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan 
dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; 

c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di 
bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan 
evaluasi pengadaan barang dan jasa; 

d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan 
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barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, 
pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan bidang tugas 
dan tanggung jawabnya. 

 
Pasal 97 

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: 
a. Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa; 
b. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 
c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan 

Jasa. 

Pasal 98 

(1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 
mempunyai tugas menginventarisasi paket pengadaan, 
melaksanakan riset dan analisis pasar, dan menyusun strategi 
pengadaan barang dan jasa. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Subbagian 

Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 
berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian 
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai 
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 
agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 
Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 
baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Subbagian 
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan 
membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 
untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian 
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 
pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menginventarisasi paket pengadaan barang dan jasa; 
g. melaksanakan riset dan analisis pasar barang dan jasa; 
h. menyusun strategi pengadaan barang dan jasa; 
i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Pengelolaan 

Strategi Pengadaan Barang dan Jasa baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan 
informasi bagi atasan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara berkala 
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dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian 
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 

 
Pasal 99 

(1) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 
mempunyai tugas menyiapkan dan pengelolaan dokumen 
pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya, melaksanakan 
pemilihan penyedia barang dan jasa, penyusunan dan 
pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, serta membantu 
perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan 
jasa pemerintah. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran 

Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 
berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

 
b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian 

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar 
tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 
Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa baik 
secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan 
Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan 
membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 
untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan hasil 
kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan 
peningkatan karier; 

f. menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta 
dokumen pendukung lainnya dan informasi yang 
dibutuhkan; 

g. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; 
h. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik 

lokal/sektoral; 
i. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan 

barang/jasa pemerintah; 
j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Pelaksanaan 

Pengadaan Barang dan Jasa baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi 
bagi atasan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Secara berkala 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian 
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 
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Pasal 100 
 

(1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan 
Jasa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sera 
memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai 
bahan penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran 

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan 
Jasa berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian 
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan 
Jasasesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan 
maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan 
Jasa baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan 
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan 
Jasa dengan membandingkan antara hasil kerja dengan 
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian 
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 
pembinaan dan peningkatan karier; 

f. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah; 

g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
pemerintah; 

h. memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi 
sebagai bahan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; 

i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Pemantauan 
dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai 
bahan informasi bagi atasan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara berkala 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian 
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 

 
Pasal 101 

 
(1) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 
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daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan 
pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem 
pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, 
dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, 
pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi 
pengadaan barang dan jasa; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara 
elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan 
informasi pengadaan barang dan jasa; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di 
bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, 
pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi 
pengadaan barang dan jasa; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan 
secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan 
pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro 
Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan 
tugasnya. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, 
pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi 
pengadaan barang dan jasa; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara 
elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan 
informasi pengadaan barang dan jasa; 

c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di 
bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, 
pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi 
pengadaan barang dan jasa; 

d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan 
secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan 
pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan bidang tugas 
dan tanggung jawabnya. 

 
Pasal 102 
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Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri 
atas: 
a. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 
b. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan 
c. Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. 

 
Pasal 103 

 
(1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

mempunyai tugas mengelola seluruh sistem informasi 
pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dan 
memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna 
seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran 

Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian 
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sesuai 
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 
agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 
Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan 
Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk 
kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian 
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 
pembinaan dan peningkatan karier; 

f. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi 
pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem 
pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya; 

g. melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah secara elektronik; 

h. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna 
seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa; 

i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Pengelolaan 
Sistem Pengadaan Secara Elektronik baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan 
informasi bagi atasan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 
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Bagian Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik. 

Pasal 104 
 

(1) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas 
melaksanakan pengembangan sistem informasi yang 
dibutuhkan oleh UKPBJ. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran 

Subbagian Pengembangan Sistem Informasi berdasarkan 
prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan; 

 
b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian 

Pengembangan Sistem Informasi sesuai dengan bidang 
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera 
diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 
Subbagian Pengembangan Sistem Informasi baik secara lisan 
maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 
kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan 
Subbagian Pengembangan Sistem Informasi dengan 
membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 
untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian 
Pengembangan Sistem Informasi berdasarkan hasil kerja 
yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan 
peningkatan karier; 

f. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem 
informasi; 

g. pengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh 
UKPBJ; 

h. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian 
Pengembangan Sistem Informasi baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan 
informasi bagi atasan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektroniksecara 
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian 
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 

 
Pasal 105 

 
(1) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 

mempunyai tugas memberikan informasi dan dokumentasi 
terkait proses pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan. 
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran 

Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan 
Jasa berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian 
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai 
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 
agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 
Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan 
Jasa baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

 
 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan 
Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan 
Jasa dengan membandingkan antara hasil kerja dengan 
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian 
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 
pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menyiapkan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa 
pemerintah kepada masyarakat luas; 

g. mengelola informasi kontrak; 
h. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa 

hasil pengadaan; 
i. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil 

pengadaan; 
j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Pengelolaan 

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan 
informasi bagi atasan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 
Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 

 
Pasal 106 

 
(1) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 

mempunyai tugas melakukan melaksanakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan 
jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan 
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pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis 
pengadaan barang dan jasa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan 
jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, 
dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis 
pengadaan barang dan jasa; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia 
pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan 
pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, 
dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di 
bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang 
dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan 
jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan 
teknis pengadaan barang dan jasa; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia 
pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan 
pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, 
dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro 
Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan 
tugasnya. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan 
jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, 
dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis 
pengadaan barang dan jasa; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia 
pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan 
pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, 
dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa; 

c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di 
bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang 
dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan 
jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan 
teknis pengadaan barang dan jasa; 

d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya 
manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan 
kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan 
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pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis 
pengadaan barang dan jasa; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan bidang tugas 
dan tanggung jawabnya. 

 
Pasal 107 

 
Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, 
terdiri atas: 
a. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan 

Barang dan Jasa; 
b. Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan 

Jasa; dan 
c. Subbagian Pendampingan Konsultasi, dan/atau Bimbingan 

Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. 
 

Pasal 108 
 

(1) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan 
Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, 
pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 
lingkup biro, pembinaan para pelaku pengadaan barang dan 
jasa pemerintah, serta mengelola manajemen pengetahuan 
pengadaan barang dan jasa. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran 

Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan 
Barang dan Jasa berdasarkan prioritas target sasaran yang 
akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian 
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan 
Jasa sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan 
maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 
Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan 
Barang dan Jasa baik secara lisan maupun tertulis untuk 
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan 
Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan 
Barang dan Jasa dengan membandingkan antara hasil kerja 
dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian 
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan 
Jasa berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan 
dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; 
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g. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi 
penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem 
akuntansi dan pelaporan; 

h. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi 
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan 
barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem 
informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; 

i. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan 
dan ketatalaksanaan; 

j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan 
pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup 
biro; 

k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan 
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, 
LKPJ, dan LPPD lingkup biro; 

l. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil 
pemeriksaan lingkup biro; 

m. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan 
biro; 

n. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan; 

o. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; 
p. membina bagi para pelaku pengadaan barang/jasa 

pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa dan personel UKPBJ; 

q. mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; 
r. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan; 
s. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Pembinaan 

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa baik 
secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai 
sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa secara 
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 

 
Pasal 109 

 
(1) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan 

Jasa mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan 
kelembagaan pengadaan, dan penyusunan road map tingkat 
kematangan organisasi pengadaan barang dan jasa. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. merencanakan kegiatan program kerja anggaran Subbagian 

Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 
berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian 
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai 



- 103 - 
 
 

dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 
agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 
Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan 
Jasa baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan 
Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan 
Jasa dengan membandingkan antara hasil kerja dengan 
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian 
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 
pembinaan dan peningkatan karier; 

f. mengelola dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ; 
g. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ; 
h. mengelola personil UKPBJ; 
i. mengembangkan sistem insentif personel UKPBJ; 
j. memfasilitasi implementasi standardisasi layanan 

pengadaan secara elektronik; 
k. mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 
l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Pembinaan 

Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai 
bahan informasi bagi atasan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa secara 
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 

 
Pasal 110 

 
(1) Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan 

Teknis Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas 
penerapan regulasi, dan perumusan strategi dan kebijakan 
teknis pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. merencanakan kegiatan program kerja anggaran Subbagian 

Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis 
Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan prioritas target 
sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian 
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis 
Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan bidang tugasnya 
baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses 
lebih lanjut; 
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c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 
Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan 
Teknis Pengadaan Barang dan Jasa baik secara lisan 
maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 
kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan 
Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan 
Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dengan membandingkan 
antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk 
penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian 
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis 
Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan hasil kerja yang 
dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan 
karier; 

f. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau 
konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di 
lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa; 

g. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau 
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan 
barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, 
e-monev, SIKaP; 

h. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak 
melalui mediasi; 

i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian 
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis 
Pengadaan Barang dan Jasa baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi 
bagi atasan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa secara 
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 

 
Bagian Keempat 

Asisten Administrasi Umum 
 

Pasal 111 

 
(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, 
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi 
pimpinan. 

(2) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 


